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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikis, sosial, dan moral, sehingga negara wajib memberikan perlakuan khusus dalam setiap proses hukum yang dijalaninya. Dalam konteks tindak pidana narkotika, anak memang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, namun proses dan bentuk pertanggungjawabannya harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan ketika seseorang dapat dicela secara hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Artinya, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan pidana, tetapi juga harus dapat dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara anak, konsep ini tetap berlaku, tetapi penilaian terhadap kesalahan anak harus dilakukan secara lebih hati-hati karena tingkat kematangan berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dilihat tidak hanya dari aspek perbuatannya, tetapi juga dari usia, kondisi psikologis, lingkungan, dan pengaruh orang dewasa di sekitarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia, asas yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan pada dirinya terdapat unsur kesalahan. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, asas ini tetap menjadi dasar penting, namun penerapannya harus disesuaikan dengan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, anak tidak boleh langsung diposisikan sebagai pelaku yang harus dihukum secara represif, melainkan harus dilihat sebagai subjek hukum yang masih memiliki peluang besar untuk dibina dan diperbaiki.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menggunakan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut pada dasarnya berlaku bagi setiap orang, termasuk anak, sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi. Namun, apabila pelakunya adalah anak, maka penerapan sanksi dan proses hukumnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang anak dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam perkara narkotika, apabila pelaku masih berada dalam rentang usia tersebut, maka penyidik wajib menerapkan mekanisme khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tidak hanya ditentukan oleh perbuatan pidananya, tetapi juga oleh kedudukannya sebagai anak yang dilindungi oleh hukum.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika harus dipahami sebagai pertanggungjawaban yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut terlihat dari adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan, prinsip nondiskriminasi, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, serta prinsip pembinaan. Dengan prinsip tersebut, sistem hukum tidak hanya bertujuan menghukum anak, tetapi juga mencegah anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila upaya pembinaan dan pemulihan tidak dapat dilakukan.

Dalam praktiknya, anak yang terlibat tindak pidana narkotika dapat berada dalam beberapa posisi, yaitu sebagai pengguna, sebagai pihak yang menguasai atau menyimpan narkotika, sebagai perantara, bahkan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika. Perbedaan posisi ini sangat menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan. Anak yang hanya menjadi pengguna tentu harus dinilai berbeda dengan anak yang secara aktif menjadi perantara jual beli narkotika. Oleh karena itu, penyidik harus terlebih dahulu memastikan peran anak dalam tindak pidana tersebut sebelum menentukan konstruksi hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, anak yang terlibat dalam perkara narkotika pada umumnya tidak selalu dapat langsung diposisikan sebagai pelaku utama. Menurut beliau, penyidik harus melihat terlebih dahulu apakah anak tersebut hanya menggunakan, menyimpan, atau memang memiliki hubungan dengan peredaran narkotika. Hal ini penting karena dalam praktiknya anak sering kali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, ajakan teman, atau bahkan dimanfaatkan oleh orang dewasa. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak harus dibangun berdasarkan fakta penyidikan yang objektif.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu Polres Langkat yang menyatakan bahwa dalam perkara narkotika, penyidik tidak hanya melihat barang bukti, tetapi juga memeriksa bagaimana narkotika tersebut diperoleh, untuk apa digunakan, siapa yang memberi, serta apakah ada pihak lain yang memengaruhi anak. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tidak boleh hanya didasarkan pada penguasaan fisik terhadap narkotika, tetapi juga harus dianalisis dari hubungan anak dengan barang bukti dan niat atau maksud dari perbuatannya.

Dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat, fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan menjadi dasar utama untuk menentukan pertanggungjawaban hukum anak. Apabila anak ditemukan menguasai narkotika, penyidik harus menilai apakah penguasaan tersebut dilakukan secara sadar, apakah anak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika, serta apakah anak memiliki kehendak untuk menggunakan atau mengedarkannya. Dengan kata lain, unsur perbuatan dan unsur kesalahan harus dibuktikan secara bersamaan agar pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan secara adil.

Pertanggungjawaban hukum anak dalam perkara narkotika juga berkaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Anak pada dasarnya belum memiliki kematangan berpikir yang sama dengan orang dewasa, sehingga kemampuan anak untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya perlu dinilai secara lebih cermat. Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan pidana anak, pertanggungjawaban tidak hanya dilihat dari sisi hukum pidana formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak. Hal ini menjadi dasar mengapa anak wajib mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Pendampingan terhadap anak dalam proses hukum merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban hukum yang berkeadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, atau pihak lain yang berwenang. Pendampingan tersebut bertujuan agar anak tidak merasa tertekan dan tetap mampu memberikan keterangan secara bebas. Selain itu, pendampingan juga berfungsi untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak melanggar hak-haknya sebagai anak.

Dalam perkara narkotika, pertanggungjawaban hukum terhadap anak juga harus memperhatikan tujuan dari Undang-Undang Narkotika. Undang-undang tersebut tidak hanya bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika, tetapi juga mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjamin adanya upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, apabila anak lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahguna, maka pendekatan rehabilitatif harus dipertimbangkan. Hal ini berbeda apabila anak terbukti menjadi bagian dari peredaran gelap narkotika secara aktif.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan, pembinaan anak, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks anak pelaku narkotika, prinsip ini penting karena anak masih memiliki masa depan dan kesempatan untuk diperbaiki. Dengan demikian, proses hukum harus diarahkan agar anak memahami kesalahannya dan dapat kembali ke lingkungan sosial secara lebih baik.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika tidak selalu mudah. Hal ini karena tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus yang memiliki ancaman pidana cukup berat. Dalam beberapa keadaan, diversi dapat mengalami hambatan apabila ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan melebihi batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penyidik harus menilai secara cermat pasal yang diterapkan, peran anak, jumlah barang bukti, serta fakta-fakta lain yang muncul dalam penyidikan.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menjelaskan bahwa penyidik tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan anak. Menurut beliau, meskipun perkara narkotika merupakan perkara serius, anak tetap harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak, menghadirkan pihak yang diperlukan, dan menghindari tekanan yang dapat memengaruhi keterangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum anak tetap berjalan dalam kerangka perlindungan hukum.

Muhammad Hanafi, S.H. juga menjelaskan bahwa anak yang terlibat narkotika biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan sering berkaitan dengan lingkungan pergaulan atau pengaruh orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, menurut beliau, penyidik perlu menggali keterangan secara mendalam mengenai asal narkotika, siapa yang mengajak, dan apakah anak memahami konsekuensi perbuatannya. Keterangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus dikonstruksikan secara proporsional agar anak tidak menanggung beban hukum yang sebenarnya lebih tepat diarahkan kepada pelaku dewasa yang memengaruhi atau memanfaatkan anak.

Dalam sistem hukum pidana, perbedaan antara anak sebagai pengguna dan anak sebagai pengedar sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban hukum. Anak sebagai pengguna lebih tepat diarahkan pada pendekatan rehabilitasi dan pembinaan, sedangkan anak yang terbukti menjadi perantara atau pengedar dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus bagi anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum harus menilai peran anak secara konkret, bukan hanya berdasarkan keberadaan barang bukti semata.

Jika anak ditemukan menguasai narkotika, maka penyidik harus memastikan apakah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika benar-benar terpenuhi. Unsur tersebut tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan narkotika di sekitar anak, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan penguasaan antara anak dan barang bukti. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak boleh dibangun berdasarkan dugaan semata, melainkan harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan yang saling bersesuaian.

Selain itu, apabila anak diduga terlibat dalam jual beli narkotika, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” harus dibuktikan secara jelas. Pembuktian terhadap unsur ini lebih berat karena berkaitan dengan adanya aktivitas peredaran narkotika. Oleh sebab itu, dalam perkara anak, penyidik harus berhati-hati agar tidak langsung menerapkan pasal peredaran apabila fakta yang ditemukan lebih menunjukkan anak sebagai pengguna atau pihak yang hanya ikut menggunakan narkotika.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Asas ini berarti bahwa tindakan hukum yang diberikan kepada anak harus seimbang dengan peran, tingkat kesalahan, serta akibat dari perbuatannya. Dalam perkara narkotika, anak yang hanya menggunakan narkotika karena pengaruh teman tentu tidak dapat diperlakukan sama dengan anak yang secara sadar menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban hukum harus dilakukan secara individual berdasarkan keadaan konkret masing-masing anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Anak tetap berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, pendampingan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak tidak boleh menghilangkan kedudukannya sebagai anak yang wajib dilindungi. Perlindungan ini justru menjadi pembeda utama antara sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan pidana orang dewasa.

Penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan anak. Tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Oleh karena itu, apabila anak dijatuhi pidana atau tindakan, maka bentuknya harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak, bukan semata-mata memberikan penderitaan. Hal ini sesuai dengan karakter sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama.

Dalam praktiknya, penegak hukum harus mampu membedakan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak masa depan anak. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kemungkinan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, hukum tetap ditegakkan tanpa mengabaikan hak dan masa depan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Langkat antara lain pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan yang rawan narkotika, serta rasa ingin tahu anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam narkotika tidak selalu muncul dari kehendak kriminal yang kuat, tetapi sering dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum anak harus disertai upaya pencegahan dan pembinaan.

Muhammad Hanafi, S.H. juga menerangkan bahwa anak yang terlibat narkotika sering kali belum memahami sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Menurut beliau, sebagian anak hanya ikut-ikutan menggunakan narkotika karena ajakan teman atau lingkungan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak harus mempertimbangkan tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang digunakan tidak boleh hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga harus diarahkan pada edukasi hukum bagi anak.

Dalam konteks perkara di Polres Langkat, pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus didasarkan pada hasil penyidikan yang objektif. Penyidik harus menghubungkan antara barang bukti, keterangan saksi, keterangan anak, hasil pemeriksaan laboratorium, dan dokumen penyidikan lainnya. Apabila seluruh alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak memenuhi unsur tindak pidana, maka anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, bentuk pertanggungjawabannya tetap harus mengacu pada sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum anak dalam perkara narkotika memiliki dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena perbuatan tersebut membahayakan masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak karena anak masih berada dalam tahap perkembangan. Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak inilah yang menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku narkotika.

Analisis terhadap pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa anak bukanlah subjek yang bebas dari tanggung jawab hukum. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur kesalahan. Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut harus dilaksanakan dengan mekanisme khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menghindari cara pandang yang menyamakan anak dengan pelaku dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat khusus, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak. Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana narkotika, tetapi proses dan bentuk pertanggungjawabannya harus tetap memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan restoratif, kepentingan terbaik bagi anak, serta hasil penyidikan yang objektif. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga membina anak agar tidak kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika.
B. 
Proses Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Polres Langkat
Proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, menemukan pelakunya, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun, karena subjek yang diperiksa adalah anak, maka penyidikan tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama seperti terhadap orang dewasa. Penyidik wajib memperhatikan ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Narkotika, serta ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak agar proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak anak.

Penyidikan dalam perkara narkotika yang melibatkan anak diawali dari adanya informasi, laporan, atau temuan aparat kepolisian mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan tindak pidana. Dalam konteks perkara yang ditangani Polres Langkat, penyelidikan awal dilakukan setelah aparat kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat.

Tahap penyelidikan menjadi bagian penting sebelum masuk ke proses penyidikan karena pada tahap ini aparat kepolisian berupaya memastikan adanya peristiwa pidana. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan kuat adanya tindak pidana narkotika, maka penyidik dapat melakukan tindakan hukum lanjutan sesuai dengan kewenangannya. Dalam perkara anak, tahapan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan posisi anak, apakah hanya berada di tempat kejadian, sebagai pengguna, sebagai pemilik barang, atau sebagai pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, tahapan awal yang dilakukan ketika menerima informasi mengenai dugaan tindak pidana narkotika adalah melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Penyidik tidak langsung menetapkan seseorang sebagai pelaku, tetapi terlebih dahulu melihat keadaan di lapangan, memastikan keberadaan barang bukti, serta menilai apakah terdapat peristiwa pidana yang dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan diawali dengan kehati-hatian dalam menilai fakta awal.

Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu Polres Langkat juga menjelaskan bahwa dalam perkara anak, penyidik harus lebih cermat sejak tahap awal karena pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, apabila yang diamankan adalah anak, maka penyidik perlu segera memastikan identitas dan usia anak, menghubungi pihak keluarga, serta menyiapkan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, sejak awal proses hukum, status anak sudah menjadi pertimbangan penting dalam tindakan penyidikan.

Setelah informasi awal dinilai cukup, penyidik kemudian melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan atau pengamanan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penangkapan dalam perkara narkotika umumnya dilakukan ketika terdapat bukti permulaan yang cukup dan keadaan tertentu yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Namun dalam perkara anak, penangkapan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan martabat anak, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, aparat kepolisian mengamankan seorang anak yang diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan tindakan kepolisian, ditemukan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika, antara lain plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu, alat hisap, pipet plastik, mancis, serta barang lain yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Temuan barang bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum.

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu dasar pembuktian terhadap dugaan tindak pidana. Oleh sebab itu, setelah barang bukti ditemukan, penyidik wajib melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penyitaan tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus dibuatkan berita acara dan dimintakan persetujuan kepada pengadilan. Dalam perkara di Polres Langkat, penyitaan barang bukti kemudian memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Stabat melalui penetapan penyitaan barang bukti.

Setelah dilakukan pengamanan terhadap anak dan barang bukti, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui hubungan antara anak dengan barang bukti yang ditemukan. Pemeriksaan awal ini penting untuk menggali keterangan mengenai asal narkotika, tujuan penggunaan, pihak yang memberikan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dalam perkara anak, pemeriksaan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan tidak boleh dilakukan dengan cara menekan, mengancam, atau memaksa anak memberikan keterangan.

Berdasarkan wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., pemeriksaan terhadap anak dalam perkara narkotika dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak. Penyidik berusaha menciptakan suasana pemeriksaan yang tidak menakutkan agar anak dapat memberikan keterangan secara terbuka. Menurut beliau, penyidik juga memperhatikan bahwa anak belum memiliki kematangan berpikir seperti orang dewasa, sehingga cara bertanya dan cara menggali keterangan harus disesuaikan dengan kondisi anak. Hal ini menjadi bentuk perlakuan khusus dalam proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan terhadap anak, kehadiran orang tua atau wali menjadi unsur penting yang harus diperhatikan. Kehadiran orang tua atau wali bertujuan memberikan rasa aman kepada anak selama menjalani pemeriksaan. Selain itu, anak juga berhak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan dari pihak terkait sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya pendampingan tersebut, proses penyidikan diharapkan berjalan lebih objektif dan tidak merugikan kedudukan anak sebagai pihak yang masih memerlukan perlindungan hukum.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau orang tua anak. Selain itu, penyidik juga memperhatikan keterlibatan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penasihat hukum atau pembimbing kemasyarakatan. Menurut beliau, pendampingan ini penting karena anak sering kali merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendampingan dapat membantu anak lebih tenang dan mencegah terjadinya tekanan dalam pemeriksaan.

Tahap berikutnya dalam penyidikan adalah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. BAP merupakan dokumen penting yang memuat keterangan anak, saksi, dan pihak-pihak lain yang relevan dengan perkara. Dalam perkara narkotika yang melibatkan anak di Polres Langkat, BAP digunakan untuk mencatat keterangan mengenai kepemilikan barang bukti, asal narkotika, hubungan anak dengan pihak lain, serta rencana penggunaan narkotika tersebut. BAP ini kemudian menjadi dasar bagi penyidik dalam menganalisis terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana narkotika.

Dalam penyusunan BAP terhadap anak, penyidik harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar berasal dari anak dan diberikan secara bebas. Hal ini penting karena anak berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan, baik tekanan dari situasi pemeriksaan maupun tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, penyidik harus menghindari pertanyaan yang bersifat menggiring secara berlebihan. Pemeriksaan harus diarahkan untuk memperoleh keterangan yang jelas, namun tetap menjaga hak anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum.

Selain memeriksa anak, penyidik juga memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk menguatkan keterangan anak dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam perkara narkotika, saksi dapat berasal dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, masyarakat yang memberikan informasi, atau pihak lain yang mengetahui asal-usul barang bukti. Keterangan saksi ini kemudian dibandingkan dengan keterangan anak dan barang bukti yang telah disita.

Penyidikan perkara narkotika juga memerlukan pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kristal putih yang ditemukan benar merupakan narkotika jenis sabu atau bukan. Pemeriksaan laboratorium menjadi penting karena tindak pidana narkotika berkaitan dengan jenis zat tertentu yang harus dibuktikan secara ilmiah. Tanpa adanya kepastian mengenai jenis zat tersebut, pembuktian perkara narkotika dapat menjadi lemah. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam berkas perkara.

Setelah seluruh keterangan dan barang bukti dikumpulkan, penyidik kemudian menganalisis hubungan antara perbuatan anak dengan unsur pasal yang disangkakan. Dalam perkara yang ditangani Polres Langkat, anak diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis ini dilakukan untuk menilai apakah perbuatan anak lebih tepat dikualifikasikan sebagai memiliki atau menguasai narkotika, atau terdapat unsur lain yang menunjukkan keterlibatan dalam transaksi narkotika.

Menurut Sihar M.T. Sihotang, S.H., penyidik tidak boleh hanya melihat keberadaan barang bukti, tetapi juga harus melihat peran anak dalam perkara tersebut. Apabila anak mengaku barang tersebut miliknya atau digunakan bersama, penyidik tetap harus menggali keterangan mengenai siapa yang memperoleh, dari mana barang itu berasal, dan apakah ada pihak lain yang lebih dominan. Dengan demikian, proses penyidikan tidak hanya bertujuan membuktikan adanya barang bukti, tetapi juga membuktikan peran anak secara lebih terang.

Penahanan terhadap anak dalam proses penyidikan harus ditempatkan sebagai tindakan yang sangat hati-hati. Meskipun dalam perkara narkotika terdapat ancaman pidana yang cukup berat, status anak tetap mengharuskan penyidik mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat hukum, seperti adanya dugaan keras melakukan tindak pidana, adanya bukti yang cukup, serta adanya alasan objektif dan subjektif. Dalam perkara anak, penyidik juga harus memperhatikan batas waktu penahanan yang berbeda dari orang dewasa.

Dalam perkara di Polres Langkat, penahanan terhadap anak dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan setelah penyidik menilai adanya bukti yang cukup bahwa anak diduga melakukan tindak pidana narkotika. Tindakan penahanan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Namun demikian, penahanan terhadap anak tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan perlakuan khusus, termasuk pemisahan dari tahanan dewasa dan pemenuhan hak-hak dasar anak selama berada dalam proses hukum.

Proses penyidikan terhadap anak juga harus memperhatikan kemungkinan adanya diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun dalam perkara narkotika, penerapan diversi sering kali bergantung pada ancaman pidana pasal yang disangkakan dan sifat perbuatan yang dilakukan anak. Oleh karena itu, penyidik perlu menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat diversi atau tidak. Apabila tidak memenuhi syarat, maka perkara dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Muhammad Hanafi, S.H. menyatakan bahwa kendala dalam penyidikan terhadap anak dalam perkara narkotika sering muncul pada saat menggali keterangan mengenai jaringan atau pihak yang memberikan narkotika kepada anak. Anak sering kali tidak mengetahui identitas lengkap orang yang memberikan narkotika, hanya mengenal nama panggilan, atau merasa takut menyebutkan pihak lain. Kondisi ini menjadi tantangan bagi penyidik dalam mengembangkan perkara, terutama untuk mengungkap pihak dewasa yang mungkin memanfaatkan anak.

Kendala lain yang dihadapi penyidik adalah kondisi psikologis anak yang mudah takut dan berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Anak dapat memberikan keterangan yang tidak lengkap karena takut kepada keluarga, takut kepada pelaku lain, atau belum memahami pentingnya keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, penyidik harus lebih sabar dalam melakukan pemeriksaan dan tidak boleh menggunakan pendekatan yang keras. Cara pemeriksaan yang ramah anak menjadi penting agar keterangan yang diperoleh tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penyidikan terhadap anak dalam perkara narkotika juga membutuhkan koordinasi antarinstansi. Penyidik tidak dapat bekerja sendiri karena penanganan anak membutuhkan keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, penasihat hukum, keluarga, dan apabila diperlukan lembaga perlindungan anak. Koordinasi tersebut bertujuan memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembuktian pidana, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan. Dengan demikian, penyidikan terhadap anak memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan penyidikan terhadap orang dewasa.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyidik harus membuat proses penyidikan berjalan cepat, sederhana, dan tetap memperhatikan kepentingan anak. Hal ini penting karena proses hukum yang terlalu lama dapat memberikan tekanan psikologis kepada anak. Selain itu, anak juga memiliki kebutuhan pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak boleh terabaikan. Oleh karena itu, penyidik harus bekerja secara efektif dalam mengumpulkan alat bukti dan menyusun berkas perkara tanpa memperpanjang proses secara tidak perlu.

Penyidik juga harus memperhatikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat sekaligus menjadi korban dari lingkungan sosial yang buruk atau jaringan peredaran narkotika. Dalam banyak kasus, anak tidak selalu menjadi aktor utama, melainkan dapat dipengaruhi, diajak, atau dimanfaatkan oleh orang yang lebih dewasa. Oleh karena itu, proses penyidikan perlu diarahkan bukan hanya untuk membuktikan kesalahan anak, tetapi juga untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain yang lebih bertanggung jawab dalam peredaran narkotika.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menerangkan bahwa penyidik berupaya menggali faktor penyebab anak terlibat narkotika, seperti pergaulan, lingkungan, kurangnya pengawasan keluarga, dan ajakan teman. Faktor-faktor tersebut penting untuk dipahami karena dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan perkara anak. Dengan mengetahui penyebab keterlibatan anak, proses penyidikan tidak hanya menghasilkan berkas perkara, tetapi juga memberikan gambaran mengenai latar belakang sosial anak yang dapat dipertimbangkan dalam proses selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi, penyelidikan awal, penangkapan atau pengamanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pemeriksaan saksi, penyusunan BAP, pemeriksaan barang bukti, penahanan apabila memenuhi syarat, serta penyusunan berkas perkara. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga pada perlindungan hak anak selama menjalani proses hukum. Penyidik tetap memiliki kewenangan untuk menindak dugaan tindak pidana narkotika, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, profesional, dan ramah anak. Hal ini penting agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tetap berjalan, namun tidak menghilangkan prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan melalui mekanisme penyidikan yang mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, penyidik melakukan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan anak dan saksi, penyitaan barang bukti, serta penilaian terhadap unsur pasal yang disangkakan. Namun, karena pelakunya adalah anak, seluruh tindakan penyidikan harus tetap memperhatikan pendampingan, kondisi psikologis anak, perlakuan khusus, dan kepentingan terbaik bagi anak.
C. 
Penerapan Ketentuan Hukum dalam Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Langkat
Penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat harus dipahami sebagai pelaksanaan aturan hukum yang menggabungkan beberapa rezim hukum sekaligus. Penyidik tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga harus memperhatikan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta prinsip perlindungan anak. Hal ini penting karena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berada dalam posisi khusus, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi tetap harus memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku dewasa.

Penerapan hukum dalam penyidikan perkara anak pelaku narkotika diawali dari kewajiban penyidik untuk memastikan bahwa peristiwa yang ditangani benar merupakan tindak pidana. Dalam perkara narkotika, penyidik harus membuktikan adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum, adanya penguasaan atau kepemilikan narkotika, serta keterkaitan antara anak dengan barang bukti yang ditemukan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan hukum tidak boleh hanya berhenti pada dugaan, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana.

Dalam konteks perkara di Polres Langkat, ketentuan hukum yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut digunakan karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan dugaan bahwa anak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menerima narkotika jenis sabu. Namun, karena pelaku masih berstatus anak, penerapan pasal tersebut harus tetap dikaitkan dengan mekanisme khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik dalam perkara anak tidak dapat hanya melihat ketentuan pidana materiil dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga wajib menerapkan ketentuan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam menentukan bagaimana anak diperiksa, didampingi, ditahan, dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap anak pelaku narkotika harus menggabungkan aspek pembuktian tindak pidana dan aspek perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H. selaku penyidik Polres Langkat, dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menangani anak pelaku narkotika adalah Undang-Undang Narkotika, KUHAP, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut beliau, perkara narkotika tetap diproses karena menyangkut tindak pidana serius, tetapi cara pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara berbeda. Penyidik tetap memperhatikan usia anak, kondisi anak, serta hak anak untuk didampingi selama proses pemeriksaan.

Muhammad Hanafi, S.H. selaku penyidik pembantu juga menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap anak pelaku narkotika dilakukan dengan menyesuaikan antara pasal yang disangkakan dan status anak sebagai subjek hukum khusus. Menurut beliau, penyidik tidak hanya mengejar pembuktian unsur pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak menimbulkan tekanan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam perkara anak tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan.

Penerapan KUHAP dalam proses penyidikan tetap diperlukan karena KUHAP mengatur tata cara umum penyidikan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, dan penyusunan berkas perkara. Namun dalam perkara anak, penerapan KUHAP tidak dapat berdiri sendiri. Ketentuan KUHAP harus dibaca bersama dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tindakan penyidikan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam penerapan ketentuan hukum mengenai penangkapan, penyidik harus memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, sebab anak memiliki kedudukan yang rentan secara psikologis. Oleh karena itu, meskipun penangkapan merupakan kewenangan penyidik, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak mempermalukan anak di hadapan masyarakat.

Penerapan ketentuan hukum mengenai penggeledahan dan penyitaan juga menjadi bagian penting dalam penyidikan perkara narkotika. Dalam perkara di Polres Langkat, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan, kemudian meminta persetujuan kepada Pengadilan Negeri Stabat. Langkah ini menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sehingga barang bukti yang diperoleh memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara.

Barang bukti dalam perkara narkotika memiliki fungsi yang sangat menentukan karena menjadi dasar untuk membuktikan adanya tindak pidana. Namun, barang bukti tersebut harus diperlakukan sesuai prosedur hukum, mulai dari penyitaan, pencatatan dalam berita acara, penyimpanan, hingga pengujian laboratorium apabila diperlukan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam penyidikan tidak hanya berkaitan dengan menemukan barang bukti, tetapi juga memastikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Dalam pemeriksaan anak, penyidik wajib menerapkan ketentuan mengenai hak anak untuk memperoleh pendampingan. Pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, atau pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran pendamping menjadi penting karena anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi proses hukum secara mandiri. Oleh karena itu, penerapan hukum yang benar harus menjamin bahwa anak tidak diperiksa dalam keadaan tertekan atau tanpa perlindungan.

Berdasarkan wawancara dengan Sihar M.T. Sihotang, S.H., dalam pemeriksaan anak, penyidik berupaya menghadirkan pihak keluarga atau pendamping agar anak merasa lebih aman. Menurut beliau, pemeriksaan terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan cara yang menakutkan, karena hal itu dapat memengaruhi keterangan anak. Penyidik harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menyesuaikan pertanyaan dengan usia serta keadaan psikologis anak. Hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip pemeriksaan yang ramah anak.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi dasar penting dalam penyidikan. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum mempertimbangkan dampaknya bagi masa depan anak. Dalam perkara narkotika, penyidik tetap wajib menegakkan hukum, tetapi tindakan yang diambil tidak boleh mengabaikan aspek pembinaan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, proses penyidikan harus diarahkan untuk memperoleh kebenaran hukum sekaligus menjaga perkembangan anak agar tidak semakin terjerumus dalam lingkungan kriminal.

Selain prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penyidik juga harus menerapkan prinsip nondiskriminasi dan penghargaan terhadap martabat anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan secara kasar atau direndahkan karena statusnya sebagai tersangka. Sebaliknya, anak tetap harus dipandang sebagai individu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dan masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Dengan demikian, penerapan hukum dalam penyidikan harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

Dalam praktik penyidikan di Polres Langkat, penerapan ketentuan hukum juga terlihat dari cara penyidik menilai peran anak dalam tindak pidana narkotika. Anak tidak langsung disamakan dengan pelaku dewasa atau jaringan narkotika, tetapi terlebih dahulu diperiksa mengenai asal barang, tujuan penggunaan, dan pihak lain yang terlibat. Hal ini penting karena anak dapat saja hanya menjadi pengguna, ikut-ikutan, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Penilaian terhadap peran anak menjadi bagian dari penerapan hukum yang proporsional.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa penyidik perlu menggali keterangan mengenai siapa yang memberikan narkotika kepada anak dan bagaimana anak dapat memperoleh barang tersebut. Menurut beliau, kendala yang sering muncul adalah anak hanya mengetahui nama panggilan atau tidak berani menyebutkan pihak lain. Keterangan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam penyidikan tidak hanya diarahkan kepada anak, tetapi juga harus membuka kemungkinan adanya pihak dewasa yang lebih bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut.

Penerapan ketentuan mengenai diversi dalam perkara anak pelaku narkotika perlu dianalisis secara cermat. Diversi pada dasarnya merupakan kewajiban dalam sistem peradilan pidana anak apabila perkara memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Namun, dalam perkara narkotika, diversi sering menghadapi hambatan karena ancaman pidana dalam pasal narkotika umumnya cukup tinggi. Oleh karena itu, penyidik harus melihat pasal yang disangkakan, ancaman pidananya, peran anak, serta keadaan perkara sebelum menentukan dapat atau tidaknya diversi diterapkan.

Dalam perkara yang menggunakan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, penerapan diversi menjadi tidak sederhana karena pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berat. Meskipun demikian, penyidik tetap perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam perlakuan terhadap anak, terutama dalam cara pemeriksaan dan penanganan selama proses hukum. Dengan demikian, sekalipun diversi tidak selalu dapat dilaksanakan, nilai perlindungan anak tetap harus diterapkan dalam seluruh tahapan penyidikan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan anak pelaku narkotika tidak selalu berarti perkara harus dihentikan atau diselesaikan di luar pengadilan. Dalam perkara tertentu yang tidak memenuhi syarat diversi, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai pendekatan yang tetap memperhatikan pemulihan anak, pembinaan, dan penghindaran dari perlakuan yang merusak masa depan anak. Oleh karena itu, penyidik tetap dapat melanjutkan proses hukum, tetapi dengan cara yang tidak mengabaikan hak anak dan kebutuhan anak untuk direhabilitasi atau dibina.^79

Penyidik juga harus menerapkan ketentuan hukum mengenai penahanan anak secara ketat. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dalam perkara narkotika, penahanan sering dipertimbangkan karena ancaman pidana yang berat dan kepentingan penyidikan. Namun, penahanan terhadap anak tetap harus memperhatikan batas waktu, pemisahan dari tahanan dewasa, serta pemenuhan hak-hak anak selama menjalani masa penahanan.

Dalam wawancara, Sihar M.T. Sihotang, S.H. menerangkan bahwa penahanan terhadap anak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan hukum dan kebutuhan penyidikan. Menurut beliau, apabila penyidik menilai terdapat bukti yang cukup dan alasan hukum untuk menahan, maka penahanan dilakukan dengan tetap memperhatikan status anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum mengenai penahanan harus diseimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak.

Penerapan ketentuan hukum juga terlihat dalam penyusunan berkas perkara. Penyidik harus menyusun berkas berdasarkan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan anak, surat, petunjuk, dan barang bukti. Dalam perkara narkotika, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti juga dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian. Berkas perkara harus menggambarkan secara jelas perbuatan anak, peran anak, barang bukti, serta ketentuan hukum yang dilanggar agar jaksa penuntut umum dapat menilai kelengkapan perkara.

Dalam penyusunan BAP, penyidik wajib memastikan bahwa keterangan anak dicatat sesuai dengan apa yang disampaikan anak. BAP tidak boleh dibuat berdasarkan tekanan atau arahan yang dapat merugikan anak. Oleh karena itu, cara bertanya, suasana pemeriksaan, dan kehadiran pendamping menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan keterangan anak. Jika BAP dibuat dengan prosedur yang benar, maka hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai dasar pembuktian yang sah dalam proses hukum berikutnya.

Penerapan hukum dalam penyidikan juga harus memperhatikan keterkaitan antara Undang-Undang Narkotika dan kebijakan rehabilitasi. Apabila dari hasil penyidikan anak lebih tepat dipandang sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, maka aspek rehabilitasi harus menjadi pertimbangan penting. Namun apabila anak terbukti memiliki peran dalam penguasaan atau peredaran narkotika, maka proses pidana tetap dapat berjalan dengan memperhatikan mekanisme khusus anak. Dengan demikian, penerapan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif.

Muhammad Hanafi, S.H. menjelaskan bahwa penyidik dalam perkara narkotika tidak hanya melihat pengakuan anak, tetapi juga mencocokkannya dengan barang bukti, keterangan saksi, serta fakta lain yang ditemukan dalam penyidikan. Menurut beliau, hal ini dilakukan agar penerapan pasal tidak keliru dan anak tidak dibebani pertanggungjawaban melebihi perannya. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum yang baik harus didasarkan pada kehati-hatian dalam menilai alat bukti.

Penerapan ketentuan hukum terhadap anak pelaku narkotika di Polres Langkat juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum pidana dan perlindungan sosial. Anak yang terlibat narkotika sering kali berasal dari lingkungan yang rawan, pergaulan yang tidak sehat, atau kurang pengawasan keluarga. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak cukup hanya dengan memproses anak secara pidana, tetapi juga perlu mendorong adanya pembinaan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang lebih menekankan pembinaan daripada pembalasan.

Kendala dalam penerapan ketentuan hukum pada penyidikan anak pelaku narkotika terletak pada sulitnya menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan narkotika dan perlindungan anak. Di satu sisi, tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang merusak masyarakat. Namun di sisi lain, anak sebagai pelaku harus tetap diperlakukan secara khusus. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menerapkan hukum secara proporsional agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkara di Polres Langkat, penerapan ketentuan hukum dapat dilihat dari beberapa tindakan penyidikan, yaitu penggunaan pasal dalam Undang-Undang Narkotika, pelaksanaan penyitaan barang bukti melalui persetujuan pengadilan, pemeriksaan anak dengan memperhatikan pendampingan, serta penilaian terhadap peran anak dalam perkara. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya berjalan berdasarkan kewenangan kepolisian, tetapi juga berdasarkan prosedur hukum yang harus dipenuhi agar hasil penyidikan sah secara hukum.

Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat pada dasarnya telah diarahkan pada dua kepentingan utama. Pertama, kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika melalui pengumpulan alat bukti dan penerapan pasal yang relevan. Kedua, kepentingan perlindungan anak melalui pemeriksaan yang lebih hati-hati, pendampingan, dan pertimbangan terhadap kondisi anak. Kedua kepentingan tersebut harus berjalan seimbang agar proses penyidikan menghasilkan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Langkat dilakukan dengan mengacu pada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum tersebut terlihat dalam tindakan penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan anak, pendampingan, penahanan, penyusunan BAP, serta analisis terhadap pasal yang disangkakan. Namun, karena pelakunya adalah anak, seluruh proses penyidikan harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan yang berorientasi pada pembinaan.
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